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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN
2OI9 TENTANG PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS

PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVTNSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan, dan
tim penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa untuk penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan,
dan tim penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah
ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
dan Kepala Perangkat Daerah sesuai mandat yang diatur
dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun
20t9;

c. bahwa untuk tertib administrasi penunjukan sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu penambahan
dalam tim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol9;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14
Tahun 2Ol9 tentang Pemberian Mandat dalam Penunjukan
Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim Penunjang Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Frovinsi Jawa Barat;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 2O Tahun
1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OOT tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OOO tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO10);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20f 5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OL4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2077
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2Ol7 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 2ll);

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2016
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur,
Peraturan Bersama Gubernur, dan Keputusan Gubernur
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 105
Seri E);

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol9
tentang Pemberian Mandat Dalam Penunjukan Tenaga Teknis
Pelaksana Kegiatan dan Tim Penunjang Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat (Berita Daerah Frovinsi Jawa Barat Tahun 2OI9
Nomor 14);
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Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA
TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS
DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 angka 7 dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 14 Tahun 2Ot9 tentang Pemberian Mandat Dalam
Penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim
Penunjang T\.rgas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkunga.n
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2Ol9 Nomor L4 diubah sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Barat.

5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat
Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai Non PNS di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang
bertugas membantu PNS dalam melaksanakan tugas dan
fungsi.

7. Tim Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah
PNS, PNS Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan
Non PNS yang diberikan tugas melakukan tugas dan fungsi
penunjang lingkup Perangkat Daerah masing-masing dengan
nama tim disesuaikan dengan kebutuhan.

8. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan
tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada
pemberi mandat.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
'pada tanggal 24 6Pri1 2oi!
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Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 tpril 2019
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BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2OI9 NOMOR 17




